BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh
kesimpulan sebegai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogayakarta secara umum sudah
berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perubahan struktur organisasi di Dirjen Pajak pada umumnya dan Kanwil
DJP DIY pada khususnya telah dilakukan sebanyak dua kali. Reformasi
struktur organisasi yang pertama terjadi saat reformasi administrasi
perpajakan (modernisasi administrasi perpajakan) pada tahun 2002.
Perubahan tersebut telah mengubah struktur organisasi yang semula
berdasarkan jenis pajak, menjadi struktur berdasarkan fungsinya.
Perubahan struktur organisasi Kanwil DJP DIY kedua terjadi pada tahun
2015, dengan pertimbangan PBB & BPHTB yang dulu merupakan
sumber APBN dan kewenangan Dirjen Pajak untuk memungutnya telah
diberikan kewenangannya kepada daerah. Perubahan struktur organisasi
tersebut juga telah diimbangi dengan adanya pembagian tugas antar
bagian, bidang, seksi, maupun pegawai yang sudah jelas, sehingga sudah

tidak terjadi dupliksai tugas.
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b. Perubahan prosedur organsiasi di Kanwil DJP DIY diimplementasikan
dengan adanya penyerderhanaan prosedur dalam melakukan pemeriksaan
& pelayanan seperti memberikan persyaratan administrasi yang lebih
mudah, serta adanya kepastian jangka waktu penyelesaian pelayanan.
Adanya reformasi prosedur organisasi di Kanwil DJP DIY juga telah
meningkatkan prestasi pegawai dalam memberikan pelayanan dan
pemeriksaan. Berbagai inovasi pelayanan pajak juga telah meningkatkan
kecepatan pelayanan dan pemeriksaan.

c. Strategi organisasi yang dilakukan olen Kanwil DJP DIY untuk
mewujudkan reformasi administrasi perpajakan adalah menerapkan
sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan
memanfaatkan sistem informasi teknologi yang mutahir, memberikan
pelayanan prima kepada wajib pajak serta melakukan pengawasan yang
intensif kepada para wajib pajak. Kanwil DJP DIY cukup berhasil untuk
menerapkan strategi tersebut, meskipun masih terdapat beberapa kendala
seperti keterbatasan jumlah SDM serta kompetensi SDM yang masih
perlu ditingkatkan.

d. Reformasi budaya organisasi di Kanwil DJP DIY diimplementasikan
dengan adanya nilai-nilai organisasi yang dianut, yakni Integritas,
Profesionalisme, Pelayanan, Sinergi dan Kesempurnaan. Selain itu,
diterapkan pula sejumlah norma tidak tertulis yang masih kental dengan
tradisi masyarakat DIY seperti sopan santun dan ramah tamah kepada

orang lain, guyup rukun dengan sesama, tolong menolong antar pegawai,
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dan lain-lain. Reformasi budaya organisasi di Kanwil DJP DIY juga
dapat tercapai berkat adanya pemahaman seluruh pegawai terhadap visi-
misi, adanya pemahaman seluruh pegawai terhadap tugas dan
tanggungjawabnya maupun peraturan kerja (khususnya SOP maupun
struktur organisasi), serta adanya dukungan iklim organsiasi yang
kondusif.

2. Faktor pendukung dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogayakarta
adalah adanya dukungan pemerintah serta adanya pengembangan inovasi
pelayanan berbasis online. Faktor yang menghambat melaksanakan
reformasi tersebut adalah masih dijumpainya pegawai yang kurang
berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi administrasi
perpajakan, sehingga pemerintah berupaya memberikan reward untuk

memotivasi mereka.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diambil di atas, maka
saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogayakarta
diharapkan dapat menambah jumlah pegawai guna mengoptimalkan
pelayanan pajak kepada masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan proses
seleksi dan rekrutmen yang ketat agar diperoleh pegawai yang kompeten

dalam menjalankan tupoksinya.
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2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogayakarta
diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan kompetensi pegawai
yang ada agar siap dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan.
Hal ini dapat ditempuh dengan mengoptimalkan kegiatan traning dan diklat
yang difokuskan pada upaya peningkatan hard competency maupun soft
competency.

3. Inovasi pelayanan pajak yang ditempuh oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogayakarta diharapkan dapat diimbangi
dengan adanya sosialisasi yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat, agar
dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Inovasi pelayanan
berbasis online diharapkan juga diimbangi dengan pengembangan aplikasi
yang mudah dioperasikan oleh masyarakat awam, mengingat masih banyak

masyarakat yang kurang menguasi pemakaian teknologi berbasis online.
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PEDOMAN WAWANCARA DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI

Apakah pembagian tugas antar bagian, bidang, seksi, maupun pegawai sudah
jelas? jika sudah, jelaskan! Jika belum, kenapa? Apakah terjadi duplikasi
pekerjaan?

Apakah penempatan pegawai sudah sesuai dengan spesialisasinya?

Apakah dalam pelayanan dan pemeriksaan sudah semakin mudah? Apakah
sudah diterapakan prinsip berorientasi hasil seperti yang dilakukan oleh swasta?
Apakah petunjuk komunikasi dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya sudah
jelas? jelaskan!

Apakah setelah reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan perlu adanya
penyesuaian komunikasi lagi?

Bagaimana pola otoritas dalam pengambilan keputusan?

Apakah sudah ada sistem pelaporan secara rutin? Jelaskan!

Siapakah yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring aktivitas
pelayanan dan pemeriksaan? bagaimana caranya?

Siapakah yang bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi program
pelayanan dan pemeriksaan? bagaimana caranya?

Siapakah yang bertanggungjawab dalam mengawasi pegawai dalam
menjalankan tugasnya?

Langkah atau tindakan apa yang dilakukan jika terdapat pegawai yang
melakukan pelanggaran disiplin?

Sanksi/ hukuman seperti apa yang diberikan jika ada pegawai yang melakukan

pelanggaran disiplin? Bagaimana prosedurnya?
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PEDOMAN WAWANCARA DIMENSI PROSEDUR ORGANISASI

1. Apakah ada penyerderhanaan prosedur (dilihat dari jenjang
prosedur) semenjak dilaksanakannya ref. adm. perpajakan
dalam melakukan pemeriksaan & pelayanan?

2. Bagaimana prestasi pegawai dalam memberikan pelayanan dan
pemeriksaan setelah adanya ref. adm. perpajakan dibandingkan
sebelumnya?

3. Apakah ada inovasi- inovasi terbaru sebagai upaya untuk mempercepat
pelayanan dan pemeriksaan? Misal: komputerisasi

4. Apakah ada perubahan dalam metode operasi setelah adanya reformasi
administrasi perpajakan? Misalnya: penyederhanaan formulir,
mempercepat waktu dalam proses pelayanan dan pemeriksaan,
penambahan volume dalam pelayanan dan pemeriksaan, penambahan
fasilitas yang tersedia?

5. Apakah media informasi eksternal sudah menyentuh seluruh lapisan
masyarakat?

6. Apakah media informasi internal sudah berjalan dengan efektif?

7. Apakah intruksi maupun informasi khusus dari otoritas yang lebih
tinggi dapat diterima dengan cepat dan dimengerti oleh semua pegawai?

8. Apakah informasi tentang laporan permasalahan dan prestasi bawahan,

serta data tentang kondisi organisasi sudah berjalan dengan
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PEDOMAN WAWANCARA DIMENSI STRATEGI ORGANISASI

Tujuan seperti apa yang diinginkan Pemerintah dengan dilaksanakannya
reformasi administrasi perpajakan?

Strategi apa saja yang dilakukan oleh Kanwil DJP DIY untuk
mewujudkan reformasi administrasi perpajakan agar berjalan sesuai yang
diinginkan? Jelaskan!

Apa Kendala yang dihadapi untuk menjalankan strategi tersebut?

Apakabh strategi yang dijalankan sudah dapat dikatakan berhasil? Jelaskan!
Kalau belum berhasil, kenapa bisa terjadi?

Bagaimana tingkat kepuasan WP terhadap kinerja pegawai Kanwil DJP
DIY? (dilihat dari jumlah keluhan WP, penyelesaian pengajuan keberatan,
dan restitusi)

Berasal dari mana sumber dana untuk melaksanakan reformasi
administrasi perpajakan?

Bagian/ bidang/ seksi apa saja yang mendapat alokasi dari dana tersebut?
Apakah dana tersebut cukup untuk melaksanakan reformasi administrasi

perpajakan?
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11.

PEDOMAN WAWANCARA DIMENSI BUDAY A ORGANISASI

Apakah ada nilai dan norma tertentu yang dianut (tertulis dalam peraturan)
seluruh pegawai Kanwil DJP DIY?Jelaskan!

Apakah ada nilai dan norma yang tidak tertulis (dalam peraturan) yang
dianut oleh pegawai Kanwil DJP DIY?

Apakah nilai dan norma tersebut sudah diimplementasikan dengan baik?
Jelaskan!

Kalau belum diimplementasikan dengan baik, kenapa bisa terjadi?
Apakah pegawai sudah paham dengan visi- misi Kanwil DJP DIY?
Apakah pegawai sudah paham dengan tanggungjawabnya terhadap Kanwil
DJP DIY?

Apakah pegawai sudah paham dengan tugas dan tanggungjawabnya
terhadap Kanwil DJP DIY yang sudah tertuang dalam peraturan?

Apakah pegawai sudah paham tentang peraturan (khususnya SOP maupun
struktur organisasi) yang ada?

Bagaimana iklim organisasi di Kanwil DJP DIY selama ini? Jelaskan!
Bagaimana pandangan pegawai terhadap pelaksanaan pekerjaan di Kanwil
DJP DIY?

Seberapa besar komitmen pegawai terhadap tugasnya selama ini?
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PEDOMAN OBSERVASI

Mengamati aktivitas kerja pegawai di Kanwil Direktorat jendral Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengamati budaya kerja pegawai di Kanwil Direktorat jendral Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengamati standar dan prosedur kerja di Kanwil Direktorat jendral Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengamati kegiatan formal di Direktorat jendral Pajak Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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